
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 

REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN 

SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 

NOMOR 19 TAHUN 2021 

TENTANG 

SATUAN BIAYA PELAYANAN/KEGIATAN 

DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN, 

Menimbang 

C 

a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan

tugas dan fungsi serta anggaran Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila dalam memberikan

layanan/kegiatan di lingkungan Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila, perlu mengatur standar harga

pelayanan/kegiatan untuk memenuhi standar harga

yang tidak termuat dalam standar biaya masukan

tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,

dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris

Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran tentang Satuan Biaya

Pelayanan/Kegiatan di Lingkungan Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran

2021;



Mengingat 

Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 
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1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya,

Standar Struktur Biaya, dan lndeksasi dalam

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 51/PMK.02/2014 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 119 /PMK.02/2020 tentang Standar Biaya

Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN 

IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA 

ANGGARAN TENTANG SATUAN BIAYA PELAYANAN/ 

KEGIATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN 

IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2021. 

Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan di Lingkungan Badan 

Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun Anggaran 

2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini 

yang berfungsi sebagai batas tertinggi. 

Penjelasan atas Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan di 

Lingkungan BPIP Tahun Anggaran 2021 sebagaimana 
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dimaksud dalam Diktum Pertana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 

Pembayaran terhadap biaya 

sebagaimana tercantum dalam 

didukung dengan dokumen dan 

pelayanan/ kegiatan 

Lampiran I wajib 

bukti pertanggung 

jawaban keuangan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur dan kenaikan 

tarif setelah Keputusan 1m ditetapkan, sepanjang 

anggaran kegiatan disediakan dalam dokumen anggaran, 

kegiatan dapat dilaksanakan dengan menggunakan 

nomenklatur dan tarif baru dengan melampirkan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember Tahun 2021. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Juni 2021 

SEKRETARIS UTAMA 

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN, 

KARJONO 



No. 

LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA 

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

NOMOR 19 TAHUN 2021 

TENTANG 

SATUAN BIAVA PELAVANAN/KEGIATAN 

DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN 

IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 

ANGGARAN 2021 

SATUAN BIAVA PELAVANAN/KEGIATAN 

DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

Uraian Nominal (Rp) Satuan 

1 Honorarium koordinator rohaniwan 

(acara pelantikan dan pengambilan 

sumpah jabatan PNS) 

400.000 Orang/kegiatan 

2 Satuan Biaya Pendidikan dan 

Pelatihan (Diklat): 

a. Struktural/Kepemimpinan:

1) Bantuan Transport

2) Bantuan Medical Check Up

Peserta

b. Teknis/Fungsional Dalam Kata:

Bantuan transport

3 Bantuan Biaya tes TOEFL untuk 

peserta Diklatpim 

4 Bantuan Biaya Penyelesaian Tugas 

Akhir Program Gelar Pendidikan 

Dalam Negeri: 

a. Bantuan Skripsi

b. Bantuan Tesis

c. Bantuan Disertasi

150.000 Orang/minggu 

1.300.000 Orang/kegiatan 

150.000 Orang/hari 

525.000 Orang/kegiatan 

3.000.000 

5.000.000 

7.000.000 

Orang/Kali 

Orang/Kali 

Orang/Kali 
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Uraian Nominal (Rp) Satuan 

Bahan Bakar Minyak (BBM) 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Kepala dan Wakil Kepala BPIP 3.500.000 

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 3.000.000 

atau yang setingkat 

Pejabat Pimpinan Tinggi 2.000.000 

Pratama 

Patroli dan Pengawalan Kepala 3.000.000 

BPIP 

Kendaraan Operasional 1.000.000 

Kendaraan Operasional Sewa 1.000.000 

Kendaraan Operasional Roda 2 200.000 

Unit/bulan 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Juni 2021 

SEKRETARIS UTAMA 

SELAKU KUASA BENGGUNA ANGGARAN, 

KARJONO 
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PENJELASAN ATAS 

SATUAN BIAYA PELAYANAN/KEGIATAN 

DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINMN IDEOLOGI PANCASILA 

TAHUN ANGGARAN 2021 

LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA 

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

NOMOR 19 TAHUN 2021 

TENTANG 

SATUAN BIAYA PELAYANAN/KEGIATAN 

DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINMN 

IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 

ANGGARAN 2021 

1 .  Honorarium Koordinator Rohaniwan (acara pelantikan dan pengambilan 

sumpah jabatan PNS) 

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

ditugaskan sebagai koordinator pada saat acara pelantikan dan 

pengambilan sumpah jabatan PNS yang dilengkapi dengan Surat 

Perintah. 

2 .  Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

a Diklat Struktural/Kepemimpinan 

1) Bantuan Transpor

Bantuan transpor diberikan kepada pejabat/pegawai di 

lingkungan BPIP yang mengikuti diklat 

struktural/kepemimpinan, dengan syarat keikutsertaan disertai 

dengan Surat Perintah mengikuti diklat. 

2) Bantuan Medical Check Up

Bantuan medical check up diberikan kepada pejabat/pegawai di

lingkungan BPIP yang mengikuti diklat struktural/kepemimpinan

disertai dengan Surat Perintah dan bukti kuitansi telah

melakukan medical check up sesuai persyaratan.












